



Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta. 
 
Andrianto, N. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik 
Melalui e-Government. Bayumedia Publishing. Malang. 
 
Anthony, R.N. dan Vijay, G. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2. 
Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Salemba Empat. Jakarta. 
 
Bangun, A. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan 
Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial 
SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. Tesis. 
Universitas Sumatera Utara. 
 
Bastian, I. 2009. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Suatu Pengantar. 
Erlangga. Jakarta. 
 
Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 
Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. 
 
Ihyaul, U. MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. 1st edition. 
Universitas Muhammaddiyah Malang. Malang.  
 
Kenis. 1979. Effects on Budgetary Goal 5 Characteristic on Managerial Attitude 
and Performance, The Accounting Reviev.  
 
Krina. P, L. L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan 
Partisipasi. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 
 
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Unit Penerbit 
dan Percetakan Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. 
 
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. 1st edition. Andi. Yogyakarta. 
 
--------------. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. 
Andi. Yogyakarta. 
 
--------------. 2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. 
 
--------------. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 
Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi 






--------------. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat. Andi. Yogyakarta. 
 
Mbon, F. E. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, 
dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. 
Jurnal Negeri Semarang. 
 
Mulyadi dan Setyawan. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajeme. 
Salemba Empat. Jakarta. 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. 
 
Putra, D. 2013. Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran 
terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (studi empiris 
pada satuan kerja perangkat daerah kota padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Padang. Salemba Empat. 
 
Putri, N. D. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer 
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. Skripsi. Universitas Dipenogoro. 
 
Sembiring, S.A.T. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran 
Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Sebagai Variabel 
Intervening pada Kawasan Industri Medan. Tesis. Medan.  
 
Sekaran, U.  2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 2. Salemba 
Empat. Jakarta. 
 
Setiawan, W. 2012. Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah 
(LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Skripsi, 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenogoro, Semarang. 
 
Setiyawan, E. S dan Muhammad, S. 2016. Analisis Pengaruh AkuntabilitasPublik, 
Transparansi publik, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah 
di Kabupaten Bungo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jambi. 
 
Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media. 
Jakarta. 
 
Sony, Y., T.A. Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. Penganggaran Sektor Publik. 1st 







Sopanah dan Wahyudi. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi 
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara 
Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). 
Jurnal Akuntansi. Universitas Widya Gama Malang dan Malang Corruption 
Watch (MCW). 
 
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. 
 
Syafrial. 2009. Pengaruh Ketetapan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan 
Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera 
Utara.  
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan 
Daerah.  
 
www.surabaya.go.id. Diakses pada tanggal 28 November 2019 (13:30). 
 
